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SALINAN v

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,
: a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan
pembinaan dan pengawasan waning internet yang
sebelumnya di Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi
kewenangan dari perangkat Daerah yang baru yaitu Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Binjai;

b. bahwa untuk terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
terhadap waning internet di Kota Binjai, Peraturan
Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembinaan
dan Pengawasan terhadap Waning Internet perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Waning Internet;

Menimbang

O

: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Mengingat

5k.

5.Undang-Undang.



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomograii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23/PER/MOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
pembentukan perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran
Daerah kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 130;

15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Waning Internet (Berita
Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 23);

16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang
kedudukan dan susunan Organisasi perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);

O

O

17. Peraturan.



17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata keija Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun
2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WARUNG
INTERNET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pembinaan dan Pengawasan Waning Internet (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:O

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Binjai.
5. Waning Internet yang selanjutnya disingkat dengan wamet adalah tempat

usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan
prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses
dokumen elektronik di jaringan internet.

6. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis
dan/atau menyebarkan informasi.

8. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat,diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistim
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

O

9. Komputer.



, ‘ ' 9. Komputer atau sejenisnya yang selanjutnya disebut komputer adalah
seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengetik atau
mengakses informasi dan atau dipergunakan untuk kebutuhan lainnya.

10. Pomografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gsuara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

12. Sekat adalah pembatas yang terbuat dari triplek atau bahan pembatas
lainnya yang memisahkan antara komputer yang satu dengan komputer
yang lainnya.

13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri,
ayah dan/atau ibu angkat.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

O Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 Agustus 2017

SnHnan aesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

SRI AMBIATI.SH
NIP.19770327 200502 2 003 MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 17


